UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS HUKUM
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Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan

Pertama

Kedua
Ketiga

Keempat

Tembusan disampaikanskepada Yth. :
1. Rektor Universitas Galuh
2. Yang bersangkutan

3. Arsip

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GALUH
Nomor : 039/33/SK/AK/D/X/2025
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING TESIS
MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GALUH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GALUH,

a. bahwa kelancaran pelaksanaan bimbingan dan penyusunan Tesis Mahasiswa Program Studi
Hukum Pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Galuh Tahun Akademik
2025/2026 dipandang perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tesis;

b. bahwa untuk kelancaran proses bimbingan Tesis sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41/
KPT/1/2019 tentang lzin Pembukaan Program Studi Hukum Program Magister pada Universitas
Galuh di Kabupaten Ciamis yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis;

6. Keputusan BAN-PT No 7305/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2025 tentang Peringkat Akreditasi
Program Studi Hukum Pada Program Magister Universitas Galuh Kabupaten Ciamis;

7. Peraturan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas
Galuh;

8. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 142/SK/YPG-
Cms/VII/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Dekan Fakultas Hukum
Universitas Galuh;

9. Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Akademik
Universitas Galuh Tahun 2024.

Rapat Pimpinan dengan Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Galuh.

MEMUTUSKAN @

DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM
MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GALUH TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

Menunjuk dan Mengangkat :

Pembimbing | :  Dr. Ida Farida, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. R. Herman Katimin, S.H., S.Sos., M.H., M.Si.

Untuk membimbing Tesis Mahasiswa :

Nama : Entis Sutisna

NIM ;82339240007

Judul 1 ANALISIS PASAL 11 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN BUPATI NOMOR 13

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU
PELAYANAN URUSAN KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN
CIAMIS
Dosen sebagaimana dimaksud pada butir pertama di atas berhak mendapatkan honorarium
sesuai ketentuan yang berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 28 Agustus
2026.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Ciamis




- KECAMATAN

SADANANYA

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DESA MANGKUBUMI

Jin. Raya Desa Mangkubumi, No. 09 mangkubumi.desatigmail.com, Pos 46256

Yth.

Mangkubumi, 19 September 2023

Kepada

Sdr. Jajang Munawar

Di -
TEMPAT

SURAT PENGANTAR

472.2/64/Des.2023

No

Uraian

Banyaknya

Keterangan

Bersama ini kami sampaikan Surat
Keputusan Kepala Desa Mangkubumi
Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Pemberhentian Petugas Pembantu
Pelayanan Urusan Keagamaan Desa
Mangkubumi.

1 (Satu) berkas

Demikian
untuk maklum
dan bahan
selanjutnya.

Tembusan :
. Kepala Dinas PMD Kab. Ciamis
. Kabag Hukum Setda Kab. Ciamis
. Camat Sadananya

. Ketua BPD Desa Mangkubumi
. Ketua MUI Desa Mangkubumi

1
2
3
4. Ketua APP (P3UKDK) Kab. Ciamis
5
6
7

. Ketua LPM Desa Mangkubumi

Kepala Desa Mangkubumi,

-—

ALI MUHIDIN, S.Pd., M.M




KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN URUSAN KEAGAMAAN

Menimbang

Mengingat

DESA/KELURAHAN (P3UKDK)
KEPALA DESA MANGKUBUMI

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf d, Peraturan
Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan
Keagamaan Desa/Kelurahan (P3UKDK) di Kabupaten
Ciamis, Kepala Desa menetapkan 1 (satu) orang P3UKDK
dengan Keputusan Kepala Dec<a;

bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penyelesaian
Permasalahan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan
Keagamaan Desa/Kelurahan (P3UKDK) Desa Mangkubumi,
Kecamatan Sadananya, tanggal 6 September 2023 yang
menyepakati untuk memberhentikan P3UKDK;

bahwa Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan
Desa/Kelurahan (PSUKDK} di  Desa Mangkubumi
Kecamatan Sadananya atas nama Sdr. Jajang Munawar
telah diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa Nomor
13 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Petugas Pembantu
Pelayanan Urusan Keagamaan Desa (P3UKDK], namun
terdapat beberapa hal yang dipandang perlu untuk
disesuaikan; L«

bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan huruf ¢, maka perlu
menetapkan kembali Pemberhentian Petugas Pembantu
Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P3UKDK)
di Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya dengan
keputusan Kepala Desa.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015
tentang Penetapan Desa;




6. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan
Urusan Keagamaan Desa/Keluarahan di Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah, pada hari Jum’at, tanggal

1 September 2023; :

2. Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Norma Agama
dan Adat Istiadat Setempat, pada hari Senin, tanggal
4 September 2023;

3. Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Permasalahan Petugas
Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan
(P3UKDK), pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU 3 Memberhentikan Saudara : \
Nama . JAJANG MUNAWAR
Tempat Tgl. Lahir : Ciamis, 6 Mei 1978
Pendidikan : SLTA
Alamat . Dusun Leuwihalang RT 03 RW 03

Desa Mangkubumi Kec. Sadananya

sebagai Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan
Desa/Kelurahan (P3UKDK) di Desa Mangkubumi.
KEDUA - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
akan ditinjau kembali apabila diperlukan.
Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala

KETIGA
Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Nomor 13 Tahun 2023
tentang Pemberhentian Petugas Pembantu Urusan Keagamaan
Desa/Kelurahan (P3UKDK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ditetapkan di Mangkubumi
Pada Tanggal :19 September 2023
KEPALA DESA MANGKUBUMI,
-
-
ALI MUHIDIN
Tembusan :
1. Kepala Dinas PMD Kab. Ciamis
2. Kabag Hukum Setda Kab. Ciamis
3. Camat Sadananya
4. Ketua APP (P3UKDK) Kab. Ciamis
5. Ketua BPD Desa Mangkubumi
6. Ketua MUI Desa Mangkubumi
7. Ketua LPM Desa Mangkubumi
8. yang bersangkutan




SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN
URUSAN KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang :a. bahwa tidak adanya kejelasan peraturan perundang-
undangan dalam pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah (PPPN) di Desa setelah terbitnya Instruksi Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun
2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah, sehingga masyarakat harus mengurus sendiri
keperluan kegiatan-kegiatan keagamaan;

b. bahwa guna mengoptimalkan, pelayanan kepada masyarakat
khususnya di bidang urusan keagamaan di desa, perlu
Petugas untuk membantu pelayanan kegiatan-kegiatan
urusan keagamaan di desa yang diatur melalui Pedoman
Pengangkatan untuk kepentingan yang lebih luas bagi
masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
mengamanatkan setiap penggunaan Diskresi Pejabat
Pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan
pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan
kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan
dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan
umum;

d. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pertimbangan huruf a dan b, dengan memperhatikan
pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf ¢, perlu
mengatur Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu
Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten
Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN URUSAN KEAGAMAAN
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN CIAMIS.

-

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2;

Daerah adalah Kabupaten Ciamis.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Ciamis.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.



5. Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan yang
selanjutnya disebut PSUKDK merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan
adalah Petugas yang melayani urusan keagamaan di Desa/Kelurahan bukan
merupakan Perangkat Desa/Kelurahan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini, meliputi pembentukan,
kedudukan, tugas dan fungsi, pengangkatan, persyaratan dan pemberhentian
P3UKDK pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

P3UKDK berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagai Mitra Pemerintah
Desa/Kelurahan dalam melayani urusan keagamaan di Desa/Kelurahan masing-
masing.

Pasal 4
(1) P3UKDK mempunyai tugas melakukan pembinaan keagamaan di

Desa/Kelurahan. «

(2) Tugas pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dilakukan oleh P3UKDK antara lain:

a. memfasilitasi pengurusan jenazah (memandikan, mengkafankan,
mensholatkan dan menguburkan);

b. memfasilitasi pemeliharaan pemakaman umum;

c. memfasilitasi dan memberikan pertimbangan serta menjadi penghubung
pembagian waris menurut agama islam, apabila diperlukan;

d. memfasilitasi dan memberi bimbingan serta konseling masalah
keagamaan, apabila diperlukan;

e. memfasilitasi pelaksanaan acara prosesi keagamaan, diantaranya
administrasi persyaratan pernikahan dan rujuk yang menjadi
kewenangan Pemerintah Desa/Kelurahan;

f. mendata hewan qurban dan melaporkan ke Pemerintah Desa/Kelurahan;

g. melaksanakan Kkegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan kondisi
Desa/Kelurahan masing-masing;

h. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala
Desa/Kelurahan.



Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, P3UKDK
mempunyai fungsi :
a. fasilitasi kegiatan-kegiatan urusan keagamaan di Desa/Kelurahan;
b. pembinaan kepada masyarakat tentang adab-adab/perilaku dalam
pernikahan, hak dan kewajiban dalam pernikahan serta konsekwensi hukum
apabila terjadi pelanggaran baik menurut syariat maupun hukum positif.

BAB IV
PENGUKUHAN, PENGANGKATAN, PERSYARATAN
DAN PEMBERHENTIAN P3UKDK

Pasal 6

(1) Pengukuhan P3UKDK untuk pertama kalinya dilakukan terhadap P3N yang
telah diangkat dan dicabut kewenangannya oleh Kementerian Agama dan
tergabung dalam asosiasi.

(2) Dalam hal P3N Desa/Kelurahan setempat sudah tidak ada (meninggal/telah
mengundurkan diri/menjadi ASN/PNS, Perangkat Desa) dapat diangkat
P3UKDK baru.

(3) Bagi desa yang tidak ada P3N dan tidak ada masyarakat yang bersedia
menjadi PRUKDK maka dapat dirangkap oleh Kasi Pelayanan sampai dengan
terpilihnya P3UKDK yang definitif.

(4) Pengukuhan dan Pengangkatan P3UKDK dikelurahan ditetapkan dengan
Keputusan Camat.

(5) Pengukuhan dan Pengangkatan P3UKDK di Desa ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

(6) Pengangkatan P3UKDK sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat
dibidang keagamaan dilakukan atas prakarsa masyarakat.

(7) Format Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan dan Pengangkatan
P3UKDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pengangkatan P3UKDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2)
diangkat dari warga desa/kelurahan setempat yang memenuhi persayaratan
sebagai berikut :

a. berlatar belakang pendidikan keagaman;
b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar;
c. mengusai dan mampu membaca kitab suci Al-Qur’an bagi yang
beragama Islam;
d. mengusai dan mampu melaksanakan tatacara pemulasaran jenazah;
mampu menyampaikan ceramah keagamaan;
f. memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

o




Pasal 8
Péngangkatan P3UKDK dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa/Lurah mengumumkan dan membuka pendaftaran calon P3UKDK
selama 3 (tiga) hari;

b. Kepala Desa/Lurah melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon
P3UKDK;

Camat menetapkan P3UKDK di Kelurahan dengan Keputusan Camat;
d. Kepala Desa menetapkan 1 (satu) orang PBUKDK dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Penjaringan dan penyaringan P3UKDK dilaksanakan dengan mekanisme sebagai
berikut:

a. pengumuman dan pendaftaran calon P3UKDK selama 3 (tiga) hari,

b. penelitian persyaratan calon oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan
pelayanan selama 1 (satu) hari.

Pasal 10
(1) Pelaksanaan seleksi melalui test tertulis dan praktek keahlian keagamaan.

(2) Tim Penilai seleksi calon P3UKDK dapat terdiri dari :
a. Kasi Pelayanan Desa/Kasi Pemberdayaan pada Kelurahan;
b. Ketua LPM;
c. Ketua BPD;
d. Ketua MUI Desa/Kelurahan. «

(3) Pengangkatan P3UKDK dilaksanakan terhadap calon yang memperoleh nilai
tertingi hasil seleksi.

(4) Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan seleksi.

Pasal 11
(1) P3UKDK berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. diberhentikan.
(2) P3UKDK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
karena :
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. berhalangan tetap;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PSUKDK;
d. ditetapkan menjadi terdakwa atau terpidana; dan

e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat
istiadat setempat.



BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh
OPD yang menangani bidang Pemerintah Desa.

Pasal 13
Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa dilakukan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi P3UKDK.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14
Biaya Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dibebankan kepada APBD Kabupaten Ciamis.

Pasal 15
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, P3UKDK mendapatkan

penghasilan yang bersumber dari :
a. APBD Kabupaten Ciamis;
b. Honorarium kegiatan dalam APBDesa;
c. Sumbangan lain yang tidak mengikat.
(2) Atas jasa pendampingan/konseling, masyarakat dapat memberikan imbalan
kepada P3UKDK sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan masyarakat.

Pasal 16
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Amil/P3N atau sebutan lain yang
telah diangkat oleh Desa, wajib menyesuaikan pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Peraturan Bupati ini wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak
tanggal diundangkan



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Mei 2018

Pjs. BUPATI CIAMIS,
Cap/ttd
DEDDI MULYADI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd
H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CAIMIS
NOMOR : 13 Tahun 2018
TANGGAL : 31 Mei 2018

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN/PENGUKUHAN PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN URUSAN
KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN

KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

TENTANG

PENGANGKATAN/PENGUKUHAN PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN URUSAN
KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN ...

KEPALA DESA ...,
bahwa tugas fungsi dan wewenang P3N di Desa yang telah dicabut
berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama
Nomor DJ.II/1 Tahun 2015, keberadaannya dipandang masih
diperlukan oleh masyarakat desa;

Menimbang

o

b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Ciamis Nomor
... Tahun 2018 tentang Pedoman“Pengangkatan Petugas Pembantu
Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ciamis
yang pada intinya mengatur bahwa pengangkatan/pengukuhan
P3UKDK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

c. bahwa mengganti peran, tugas, fungsi P3N sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu dilaksanakan pengangkatan/pengukuhan
P3UKDK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Penetapan Desa;

7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengangkatan Petugas Pembantu Pelavanan Urusan Keagamaan

N



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengangkat/mengukuhkan Sdr ... .. alamat .... untuk melaksanakan
fungsi sebagai Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan
Desa/Kelurahan P3UKDK di Desa ... sebagai mitra Kepala Seksi
Pelayanan di Desa ....... dan bukan merupakan Perangkat Desa

KEDUA : Terhadap Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/ Kelurahan
sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan tugas sesuai
dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun
2018 tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan
Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ciamis

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ...,

NAMA TANPA GELAR DAN JABATAN

Tembusan :

Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Ciamis;
3. Bapak Camat ..;
4. Sdr. Ketua BPD Desa ....

Pjs. BUPATI CIAMIS,
Cap/ttd

DEDDI MULYADI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
Cap/ttd
H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PENCATATAN NIKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan

nelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan
Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

)
£

wn

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang

Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang
Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 694);

. Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019);

. 'Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); &

. Peraturan Pemerintah Nomor ¢ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3250);

- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar’iyah dan

Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nangroe aceh Darussalam;

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Departeman Agama;

. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan

Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon [
Kementerian Negara Republik Indonesia;

11. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun

1999 dan Nomor 182/0T/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
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Kantor Urusan Agama Kecamatan;

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Noror
480 Tahun 2003;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN NIKAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama
yang bertugas melaksanakan scbagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten./kota di bidang
urusan agama islarn dalam wilayah kecainatan.

2. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada
Kantor Departemen Agama kabupaten./kota.

3. Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan
wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan
kepenghuluan.

N

. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala
Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.

5. Pengadilan adaiah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar*iyah. =

6. Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan,
7. Buku nikah adalah kutipan akta nikah.
8

- Buku pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk mencatat pendaftaran putusan cerai
talak.

- Buku pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk mencatat pendaftaran putusan cerai
gugat.
10. Akta rujuk adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa rujuk.

el

I'1. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan akta rujuk.

BAB II
PEGAWAI PENCATAT NIKAH
Pasal 2
1. Pegawai Pencatat Nikah yang sclanjutnya discbut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan

persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat,
dan melakukan bimbingan perkawinan.

2. PPN dijabat oleh Kepala KUA.
3. Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku
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ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.
BAB IV
PERSETUJUAN DAN DISPENSASI USIA NIKAH
Pasal 6
Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua caion mempelai.
Pasal 7

Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)tahun, harus mendapat
izin tertulis kedua orang tua.
Pasal 8

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tabun dan seorang calon isteri
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

BABYV
PEMERIKSAAN NIKAH
Pasal 9

1. Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk
menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2). -

2. Hasilpemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atzu
petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah.oleh
Pembantu PPN

3. Apabila calon suami, calon isteri, dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka
penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan Kiri.

4. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta
surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas
pemeriksa yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat
pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan
bertempat tinggal.

2. PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan
atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah
tempat pelaksanaan pernikahan.

Pasal 11

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan kepada calen suami dan wali nikah
atau wakilnya.

BAB Vi
PENQOLAKAN KEHFNDAK NIKAH
Pasal 12

1. Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud
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calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon isteri
untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

Pasal 18

1. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
2. Syarat wali nasab adalah:

a. Laki-laki;

b. Beragama [slani;

c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;

d. Berakal;

e. Merdeka; dan

f. Dapat berlaku adil.

3. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu,Pembantu
PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

4. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali
nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat,berhalangan atau adhal.

5. Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.
Pasal 19
1. Akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
a. Laki-laki;
b. Beragama Islam;
c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
d. Berakal;
e. Merdeka; dan
f. Dapat berlaku adil.
3. PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.
Pasal 20
1. Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami.
2. Dalam hal calon suami tidak dapat hadir pada sat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain.
3. Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. Memenuhi syarat sebagaimana berikut:
1. Laki-laki;
2. Beragama [slam;
3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan
6. Dapat berlaku adil.
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calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon isteri
untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

Pasal 18

1. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
2. Syarat wali nasab adalah:

a. Laki-laki;

b. Beragama [slani;

c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;

d. Berakal;

e. Merdeka; dan

f. Dapat berlaku adil.

3. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu,Pembantu
PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

4. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali
nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat,berhalangan atau adhal.

5. Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditelapkan dengan kepuiusan pengadilan.
Pasal 19
1. Akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenubhi syarat-syarat:
a. Laki-laki;
b. Beragama Islam;
c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
d. Berakal;
e. Merdeka; dan
f. Dapat berlaku adil.
3. PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.
Pasal 20
1. Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami.
2. Dalam hal calon suami tidak dapat hadir pada sat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain.
3. Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. Memenuhi syarat sebagaimana berikut:
1. Laki-laki;
2. Beragama [slam;
3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan
6. Dapat berlaku adil.
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dalam Pasal § ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak
perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.

2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali
nikah disertai alasan-alasan penolakannya.

3. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat
(1) kepada pengadilan sctempat. Apabila pengadilan memutuskan atau menctapkan bahwa
pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut
dilaksanakan.

BAB VII
PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH
Pasal 13

1. Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah dipenuii, PPN
mengumumkan kehendak nikah.

2. Pengumuman adanya kchendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di
tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon
mempelai.

3. Pangumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) dilakukan selame 10 (sepuluh) hari.
BAB VIIi
PENCEGAHAN PERNIKAHAN
Pasal 14

1. Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau pengampu atau kuasa dari
salah scorang calon mempelai atau orang lain yang memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan
yang menghalangi dilakukannya pernikahan.

2. Pencegahan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke pengadilan
atau kepada PPN di wilayah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan dan kepada masing-
masing calon mempelai.

Pasal 15
PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila:
1. Persyaratan scbagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi;
2. Mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.
BAB IX
AKAD NIKAH
Pasal 16

1. Akad nikah tidak dilaksanakan sebelum masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
berakhir.

2. Pengecualian terhadap jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena
adanya suatu alasan yang penting, dengan rekomendasi dari camat di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 17

1. Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN dari wilayah tempat
tinggal calon isteri.

2. Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan sehagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
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b. Surat kuasa yang disahkan oleh PPN atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia apabila calon
suami berada di luar negeri.

Pasal 21

. Akad nikah dilaksanakan di KUA
2. Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar
KUA.

Pasal 22

—

. Calon suami dan calon isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan.

2. Materi perianjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Perjanjian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis diatas kertas bermeterai cukup, ditandatangani
oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh
PPN.

4. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap:
a. Dua rangkap untuk suami dan isteri: dan
b. Satu rangkap disimpan di KUA.
Pasal 23

1. Suami dapat menyatakan sigat taklik,

[

. Sigat taklik dianggap seh apabila ditandatangani suami.

. Sigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.

0 W

. Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.
Pasal 24

1. Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik
talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain di hadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat
akad nikah dilaksanakan.

2. Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menadatangani sigat taklik, isteri dapat
mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sigat taklik.

Pasal 25

Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dalam
daftar pemeriksaan nikah,

BAB X
PENCATATAN NIKAH
Pasal 26
I. PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.
2. Akta nikah ditandatangani olch suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN,
3. Akta nikah dibuat rangl%ap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan.

4. Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat
pelaksanaan akad nikah.

Pasal 27
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1. Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.
2. Buku nikah diberikan kepada suami dan isteri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
BAB XI
PENCATATAN NIKAH
WARGANEGARA INDONESIA Di LUAR NEGERI
Pasal 28

Pencatatan Nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan sebagaimana diatur
dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik
Indonesia nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/0T/X/99/01 Tahur 1999 tentang Fetunjuk
Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

BAB Xii
PENCATATAN RUJUK
Pasal 29

. Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan
dilengkapi akta cerai/talak.

—

|SS]

. PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) memeriksa,
meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.

3. Suami mengucapkan ikrar rujuk di hadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN.

4. PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, isteri, saksi-saksi,
dan PPN.

Pasal 30
1. Kutipan buku pencatatan rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.
2. Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada svami dan isteri setelah akta rujuk disahkan,
3. KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan uritx‘lk pengambilan buku nikah.

BAB XIII

PENDAFTARAN CERAI TALAK
DAN CERAI GUGAT
Pasal 31

1. Berdasarkan salinan penetapan pengadilan, PPN yang mewilayahi tempat tinggal isteri berkewajiban
mendaftar/mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku pendaftaran cerai talak atau buku
pendaftaran cerai gugat dan pada Akta Nikah yang bersangkutan.

2. Daftar atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan tanggal kejadian
perceraian seria tanggal dan nomor penetapan/putusan pengadilan.

3. Masing-masing daftar/catatan peristiwa cerai talak dan/atau cerai gugat scbagaimana dimaksud pada
ayat (10) diketahui/ditandatangani olch Kcpala KUA scbagai PPN.

BAB X1V

SARANA

M3 ¥ AVa Ve va ¥

Pasal 32

1. Blangko Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Akta Rujuk, Kutipan Akta Rujuk ditetapkan
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dengan Keputusan Menteri Agama.

2. Blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Departemen Agama dalam hal ini
Direktorat yang membidangi urusan agama Islam.

. Formuiir-formulir yang digunakan daiam pendafataran dan pemeriksaan daiam proses pendaftaran
nikah, cerai, talak dan rujuk selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Dircktur Jenderal yang membidangi urusan agama Islam.

[99]

4. Formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan oleh kantor wilayah Departemen
Agama provinsi.

BAB XV
TATA CARA PENULISAN
Pasal 33

1. Pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran
peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam.

. Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ketik
atau komputer.

(]

Pasal 34

—

. Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan
salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannnya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan
diberi stempel KUA.

2. Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan
Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

BAB XVI
PENERBITAN DUPLIKAT
Pagal 35

o
Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan putusan cerai dan duplikat kutipan akta rujuk yang
hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari
kepolisian setempal.

BAB XVil
PENCATATAN PERUBAHAN STATUS
Pasai 36

1. PPN membuat catatan perubahan status pada buku pendaftaran talak atau cerai apabila orang tersebut
menikah lagi.

2. Catatan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat tinggal dan nomor
buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Kepala KUA.

3. Apubila perceraiannya di daftar di tempat lain, PPN yang melaksanakan pernikahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pernikahan tersebut kepada PPN tempat pendaftaran
perceraian,

Pasal 37

1. Dalam hal suami beristeri lebih dari scorang, PPN membuat catatan dalam akta nikah terdahulu
bahwa suami telah menikah lagi.

2. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat, tanggal dan nomor buku nikah serta
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dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh Kepala KUA.

3. Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib
memberitahukan peristiwa nikah terscbut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu.

BAB XViii
PENGAMANAN DOKUMEN
Pasal 38

—

. Kepala KUA melakukan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai dan/atau rujuk.

2. Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor KUA dengan dengan
mempertimbangkan aspek keamanan.

3. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan manusia
seperti kebakaran, banjir, dan huru-hara, maka Kepala KUA melaporkan kejadian tersebut kepada
Kepala Departemen Agama kabupaten/kota dan kepolisian, yang dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh kepala KUA, Kepala Kantor Departemen Agama dan kepolisian setempat.

BAB XIX
PENGAWASAN
Pasal 39

—

. Kepala KUA kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu
PPN.

2. Kepala KUA wajib melaporkan hasil pencatatan nikah, talak/rujuk secara periodik kepada Kepala
Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.

. Dalam hal-hal tertentu Kepala Seksi dapat melakukan pemeriksaan langsung ke KUA.

[95]

4. Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala
Seksi dan Kepala KUA yang bersangkutan.

5. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Kantor
Departemen Agama kabupaten/kota dan seterusnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama provinsi.

BAB XX
SANKSI
Pasal 40

—

. PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan
sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat
dikenakan sanksi pemberhentian.

BAB XXi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan pencatatan
nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
Agama Nomor 477 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42
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Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pasal 43

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempataanya
dalain Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2007
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

e ' MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2007
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 5
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